
BUPATI BARRU ..._ 
PROVINSISULAWESISELATAN 

PERATURAN BUPATI BARRU 

NOMOR: :,,7TAHUN 2015 

TENT ANG 
PENDELEGASIAN KEWENANOAN PELAKSA.NAAN IZlN' USA.HA 

MJKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAKAT 

DENGA.N RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENJABAT BUPATI BARRO, 

Menimbang a. bahwu dalam rangka mendorong pertumhuhan ckonomi di 

Kabupatcn Barru dalam mclakuko.n pemberdayaan tcrhadap 
pc\aku usaha mikro dan kccil �rLli. untuk meluksanakan 

ketcntuan dalam Pasal 4 ayat UI Pcraturan Prcsiden Nomor 
98 Tahun 2014 tentang Pcrizinan untuk Usahu Mikro dan 

Kccil, maka pcrlu membentuk Pt::raturan ):lupati Barru 

tentang Pcndelegasian Kcwenangan Pelaksana.an b.in Usaha 
Mikro clan Kee,! dan Bupati kepndn Crunat; 

b. bahwa berdasarkan pcrtiml.Nmgan sebagaimana d!maksud 

dalam huruf a, pcrlu dnetapkan dengan Pemturan Bupati 
Barru tentang Pcndelegasian Keweno.ngnn Pclaksanaan lzin 

u,w.ht1 Mikro dan Kecil dart Bupati kepada Camat; 

Mengmgat · l. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

' 

Pembcntukan Daerah lmgkat II di Sulawesi (Lembru'an 
Negara Republik lndone6iu iahun 1959 Nomor 74, 
iambahan Leml.iaran Negara Republik Indonesia Nomor 
1822); 



2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tung 
Penye!enggaraan Negara yang Bersih dan Bcbas dari 

Korupsi,Kolus1 dan Nepotlsme (Lembaran Negara Repubhk 
Indonesia Tahun 1999 Nemer 75, Tambahan Lembaran 

Neg�a Republik Indonesia Nornor 3851) sebagaimana tclah 

Ciubah dcngan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pembcmntasan Tinda'ii: Pidana Korupsi 
(Lembaran Negara Rpubl.ik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

137,Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 
4250); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mrkro 

Kccrl dan Mencngah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4855); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang 
Pembentukan Peraturan Penmdang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambd.han Lernbaran Negara Repubhk Indonesia Nornor 
5234); 

5. Undang-Undang Nomor 7 lahun 2014 Lc:ntang Pcrdagangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia fahun 2014 Nomor 

45, Tambahan Lembaran Negara Repub!ik Indonesia Nomor 
5512). 

6. Undang-Undang Nomor 2J Tahun 2014 
PemermU!.han Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Rcpubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana Telah diuhah 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tent.ang 
Perubahan Kcdua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

lcntang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5659); 

7. Peraturan Pemerintah Nemer Nomor 17 Tahun 2013 tentang 
Pelaksanaan Undan�-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang 
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara 



• 

Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 40, Tambahan 

Lembaran Negara �epub[ik Indonesia Nomor 5404); 
8. Pcraruran Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pcraturan 

Pclaksanean Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pemberuukan Peraturan Perundang-Undangan [Lembarnn 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1991, 

9. Pcraturan Presiden Nomor 98 Tahun 20M tcntang Perizmnn 

untuk UM.ha Milao da.n Kccil (Lembaran Ncgaro. Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 

10.Peraturan Mcnt.en Dalam Negeri Nomor ·1 Tahun 2014 

tentang Pembcntukan Prociuk Hulrum Dacrah (Denta Negara 
Republik Indonesia Tahun 1014 Nomor 321; 

11.Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 83 Tahun 201'1 

tentang Pedom.nn Pembcrian Ii:in U1Jaha Mikro dan Kec:il 
(Ben ta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor I 8 l 4); 

12. Keputusan Menteri Dalam Ncgeri Rcpublik Indonesia 
Nomor:131.73 - 4823 Tahun 2015 tenumg Pcngangkatan 
Pcnjabat Bupati Barru Pruvtnsi Sulawesi Selatnn: 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2008 

tentang Urusa.n Pemerinlah yang menjadi kewenangan 
Pemerinta.h Kabupaten Barru (Lcmbaran Daerah Kabupaten 
8arru Tahun 2008 Nomor 24, Tnmbahan L<:mbaran Daera.h 
Kabupaten 6a.rTU Nomor 4); 

14. Peraturan Daerah Kabupat.en Barru Nomor 5 Tahun 2008 

tentang Pembentuklln Drganieaei dan Tata Ker1a Din.ts 
Daerah Kabupaten Barru (Lcmbara.n l)arah Kabupaten Barru 
Tahun 2008 Nomor 26, Ta.mbahan Lcmbaran Daerah 
Kabupo.ten BaJTU Nomor 6); 

15.Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2014 
tentang Anggaran Pendapatur, dan Bdanja Dacrah 

Kabupatcn Barru Tahun 2015 (Lcmbimm Daerah Kabupt..len 
Barru Tahun 2014 Nomor 9); 

16.Peraturan Bupati Kabupaten Barru Nomor 32 Tllhun 2014 

tcntang Penjabara.n AnSKW"".m Pendapatan dan Belanja 
Daemh Ka bu paten Barru Tahun Anggamn 20 1 5 (Bffita 
Daerah Kabupa.ten BarruTahun 2014 Nomor 73); 



MEMUTUSKAN 

Menetapkan: P&RATURAK BUPATI TENT ANG PENDELEGASIAN 

• 

KEWENANGAN PELAKSA_JfAAN IZIN USAHA MDCRO DAN 

KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

''""" 1 
Dalam Pe:-aturan Bupati ini vang dimaksud dengan 
l. Daerah adala.h Kabupaten Bnrru. 

2. Pemenntah Uaerah adalah Pemenntah Kahupaten Barru 

3. Bupati adalah Bupati Kabupa.ten Barru. 

4. Camat adnlah Pcmimprn dan koordinator pcnyelenggar.i.an 
pernerintahan di w:tlayah kena kecamatan yang dalam 

pelaksanaan tugasnya memperolch pelirnpahan kewenangan 
perr.erintnhan dari Bupati untuk menangani =])-11!,ian 
u, w,an crcacmr daerah dan menyelenggarakan tu gas um um 
pemerintahan 

5. Pelimpahan Urusan Pemerintahan adalah pendelegas,a.n 
atau penyerahan urusan Bupau kepada Ca.mat untuk 

memberikan pcrizinan, =komendasi, koordm.,si 

pembinaan, Iaeilitaer, penyclenggaraan, pengawusan. 
penetapan sena pengumpulan data dan mfcrrnasr. dan 

kewenangan lam yang dilimpahkan dalam rangka 
penyelenggaraan pemcrintahan. 

6 U:saha Mikro adalah usaha produktif milik orang peromngan 
dan/atau badan usaha pemrangan yang memenuh, .... Titena 
usaha mikro. 

7. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produkllf yang berdin 

sendiri. yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan 

us.aha yang bukan cabang pcruaahaan yang Wmihki, 
dikuasa.i, atau menjadi b.,gian Ulfik killgsung maupun tidak 

langsung dari usaha Men<-ngah at.au Us.aha Besar yang 
memenuhi kriten.a usaha kectl . 



8 lzin Usaha Mikro dan Kecil adalah tanda leg_ahtas kepada 
seseorang ata11 petaku usaha/kegiatan tertentu da.lam 

bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu 
!cmbar. 

BASll 

RUAHG LJHGKUP KEDUDUKAN 

Pau.l� 

Ruang Llngkup Pernturan dalam Peraturun Bupati im rnebpuu 
pcmbcrian izin Usaha Mlkro dan KeciL 

Pa.n.13 

(I) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten/Kota 
sebaga.i pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai 
wilayah kcrja tenentu dan dipimpin oleh Ca.mat. 

(2) Camat berkedudukan d1bawah clan bertanggungJawab kepada 
Bupati melalul Sekretnris Dacrah 

BABm 
PENDELEGASlAJf KEWEHANGAH 

P11.sal 4 

Bupati mendetegasskan kev.-'enanga3 kepada Crunat scbagai 
pt:laksana Iatn usaha Mikro clan Kecil 

BAB IV 
PEMBJNAAN DAN PENGElfDALIAN 

PaaaJ 5 

(I) Bupati melakukan pcmbinaan dan pengendahan terhadap 
penyelcnggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan 
kepada C.:amat sesuai dengan peraturan pcrundang-undangan 

[2) Bupati melaks.anakan pembinaan scbagwmana dimaksud 

pada ayat {l) dapat menunjuk Sekretaris Daer-ah sebagai 
Ketua PelakAA.na yang anggota terdrri dan Sntuan Kcrja 
Perangkat Daerah terkait urusan pemenntahan yang 
dllirnpahkan kepada Camat. 

/3) Pcmbmaa.ri sebagaimana d11naksud pada ayat {2) be:-bentuk 

sosiahsasi, birnbingan teknis, pcndrdikan dan pelatihan teluu� 

• 



• 

tentang norma, sumdar, proscdur, dao kriteria urusan 

pemerintahan yang dihmpahkan kepada CamaL 

(4) Pengendalian seba.gaimana dimnksud ayat (1) etas 

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahka.n 
kepada Camat dilaksanakan aecara fungsional sesua.i dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku 

< 

Pau.16 

(I) Setiap tahun Pemenntah Daerah mdakukan evaluasi terhadap 
kmcrja Kecamatan yang mencalrup: 

n. Penyelenggaraan sebagian urns.an pcmerintahan yang 
dilimpahkan kepada ca.mat, 

b. Penyelenggaraan tugas umum pcmerinrahan; dan 
c. Penyelenggaraan tugas Jainnya yang duugaskan kepada 

Camat. 

(2) Hasil cvaluasi seUHgaimana dimakaud pada ayat (II 
disampaikan oleh Bupati kepada Oubemur dengan tembusan 
kepada Menteri Dalam Negeri. 

(3) Pelaksanaan evaluasl sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dan 11;yat (2) berpedoman pado. Peraturan Perundang- 
Undangan. 

Paaal 7 

Dalam hal tertentu dan/atau Camat dianggap tidak mampu 
mclaksanakan urusan pendelegasi.an kewenangan sebagaimana 
dimaksud Pnsal 4 dan eeeuej hasll evaluasi sebagarmana 
dimaksud Jal,un Pasai 5 ayat (I) Bupat.i dapat menarik kernhali 
urusan pendelegasian kewenangan. 

BABV 

PENDANAAN 

"'"" . 
Pendanaan tugas Camat dalam penyelenggararu, pelimpahan 
kewenangan yang dilimpabkan dari Bupati, bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 



• 

r 
.- 

BAB VJ 

KETENTUAl'f PElfUTUP 

Pua!. 

Peraturan 8upa1i ini mulai berlaku scjak ta.n� diundan.ikan. 
Agar sctiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan 

peratura.n Bupa.ti ini dengan penempatanny,t da1mn Serita Daemh 

Kabupaten Bam.i. 

Ditetapkan di .Ba,rru 

Pada Tanggal 4 September 2015 

- -- - 
Pj. BUPATI BARRU, 

��=A.==M== .Y=AM ===,=.����:;;;:=-:._�� - 
Nip : 19610513 199002 1 002 
Pangkat : Pembina Utama Madya 

Diundangkan ch Ban'U 
Parl11 i:R.nggal 4 September 2015 

OM &i.lJ4R,lS DAER.AH KABVPATEN BARRU 

NA81,UUDJ1t ABDUL IIUTTALIB 
. . . � 

BERI!A DAER.AH KABUPATEJf BARRU TAIIU9015 NOIIOR.27 
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